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RINGKASAN 

Prosedur Penyitaan Objek Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang; Cindra Fani Safira; 

140903101024; 2014; 58 Halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu 

Administrasi Fakulltas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

Praktik Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Surabaya Karangpilang, dilaksanakan pada tanggal 1 Maret sampai 

dengan 31 Maret 2017. Tujuan Praktik Kerja Nyata (PKN) adalah untuk 

mengetahui dan memahami Prosedur Penyitaan Objek Wajib Pajak Orang Pribadi 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang. Kegiatan dalam 

Praktik Kerja Nyata (PKN) adalah mempelajari unsur-unsur yang berkaitan 

dengan Prosedur Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak, mengetahui kendala 

dan solusi mengenai pelaksanaan penyitaan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Surabaya Karangpilangmerupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal di bawah 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu instansi di 

bawah Kementerian Keuangan. 

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia. Peran serta 

masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak 

berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam 

kenyataannya masih di jumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak 

dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Pelaksanaan penyitaan merupakan 

upaya tindak lanjut dalam rangka penagihan utang pajak yang merupakan salah 

satu penentuan berhasil tidaknya proses penagihan tunggakan pajak.  

Prosedur penyitaan dalam rangka penagihan pajak diawali dengan jatuh 

temponya Surat Paksa, kemudian jika dalam waktu 2x24 jam wajib pajak belum 

melunasi utang pajaknya maka pejabat akan menerbitkan Surat Perintah 

Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Setelah SPMP terbit namun wajib pajak masih 

belum melunasi utang pajaknya, maka akan dilakukan lelang terhadap objek wajib 

pajak yang telah disita. Target dan realisasi penyitaan pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Surabaya Karangpilang tahun 2015 sampai dengan 2016 

mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena wajib pajak yang tidak 
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peduli dengan pentingnya perpajakan serta bertambahnya tunggakan pajak yang 

dipikul dikarenakan adanya bunga atas surat-surat penagihan yang diterbitkan 

kepada wajib pajak. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak tidak mau melakukan 

pelunasan utang pajaknya sehingga dilakukan penyitaan.Pelaksanaan Penyitaan 

tersebut merupakan penentuan yaitu berhasil tidaknya Pelaksanaan Penagihan 

Pajak kepada Penanggung Pajak. 

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 0060/UN.25.1.2/SP/2017, 

Program Studi Diploma III Perpajakan,Ilmu Administrasi,  Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. 
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1 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara yang 

saat ini sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan ini 

dilaksanakan terus-menerus demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat Indonesia secara adil dan merata. Tujuan dalam pembangunan ini adalah 

untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu untuk mensejahterakan kehidupan 

bangsa sebagaimana telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 alinea ke 4, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mensejahterakan 

kehidupan bangsa.  

Pentingnya penerimaan pajak sebagai sumber untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dan pembangunan harus bisa disadari oleh seluruh 

masyarakat pembayar pajak dan juga petugas pajak agar pembangunan dapat 

terwujud. Sumber penerimaan negara terbesar yaitu dari pajak, semakin sadar 

untuk membayar pajak dengan benar bahwa kebaikan bagi negeri ini, untuk 

membangun infrastuktur, kesehatan dan transportasi. Untuk itu diperlukan dana 

yang tidak sedikit, dan pendapatan dari pajaklah yang yang bisa membantu 

mewujudkannya (www.beritasatu.com diakses Senin,17 April 2017 14:44).  

Dalam hal ini masyarakat diharuskan memiliki kesadaran yang sangat penting 

untuk memikirkan kesejahteraan bangsa dengan cara melapor dan membayar 

pajak sesuai Undang-Undang yang telah berlaku, agar pembangunan nasional 

dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. 

Namun kenyataannya masih terdapat tunggakan pajak sehingga utang pajak tidak 

dilunasi. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 8 Utang 

Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa 

bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau 

surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Perpajakan. Dengan adanya tunggakan pajak tersebut perlu dilaksanakan tindakan 

Penagihan Pajak yang memiliki kekuatan hukum yang memaksa. 
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         Penagihan Pajak yang dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang 

No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

No.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan 

Undang- Undang tersebut maka diharapkan memberikan penekanan terhadap 

pemerintah dan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai 

ketentuan yang telah berlaku. Sedangkan Surat Paksa sesuai Pasal 1 angka 12 

Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, surat paksa adalah surat 

perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa dilakukan apabila Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya 

sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan 

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain sejenis maka nantinya akan di 

terbitakan Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak kepada Penanggung Pajak.  

  Penyitaan terhadap penanggung pajak orang pribadi, penyitaan dapat 

dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, istri, dan anak yang 

masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki secara tertulis oleh suami atau istri 

berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Penyitaan terhadap 

barang milik penanggung pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang 

yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan 

pajak. Dalam memperkirakan nilai barang yang dsita, harus memeperhatikan 

jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga juru sita pajak tidak 

dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu, juru sita pajak 

dimungkinkan untuk meminta bantuan jasa penilai. 

Adapun maksud dari penyitaan yang dilakukan oleh Juru Sita adalah untuk 

memperoleh jaminan  pelunasan hutang pajak dari penanggung pajak. 

Pelaksanaan sita dilakukan oleh 2 orang saksi dan wajib pajak atau yang 

mewakilinya. Setelah melakukan penyitaan, Juru Sita Pajak (JSP) membuat Berita 

Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) dimana berita acara ini harus ditandatangani oleh 

JSP, saksi dan wajib pajak. Namun masih banyak wajib pajak yang tidak mau 

menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita ini. 
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Kurangnya kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak mengenai arti pentingnya 

Perpajakan menjadi salah satu alasan Utang Pajak itu timbul. Dengan 

keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak serta terbitnya Surat tagihan Pajak 

(STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Keberatan (SKK), Surat 

Keberatan Pembetulan(SKP), dan Putusan Banding yang mengakibatkan Pajak 

yang harus dibayar bertambah. Atas bertambahnya tunggakan pajak yang harus 

dibayar, tak sedikit dari Penanggung Pajak melakukan Penghindaran Pajak dan 

Upaya lain agar mereka tidak membayar Pajaknya sesuai dengan ketentuan yang 

telah berlaku. 

Apabila Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah terbit maka penyitaan 

dapat dilaksanakan langsung oleh fiskus kepada wajib pajak yang melakukan 

penunggakan. SPMP diterbitkan apabila dalam waktu 2x24 jam Wajib Pajak tidak 

melunasi utang pajaknya Seperti halnya penyitaan yang terjadi pada tahun 2016 

pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang, target penyitaan yaitu 287 wajib pajak 

namun yang terealisasi yaitu 222 wajib pajak. Beda dengan tahun sebelumnya, 

pada tahun 2015 target penyitaan yaitu 542 wajib pajak namun yang terealisasi 

melebihi target yaitu 550 wajib pajak. Bentuk laporan ini dibentuk dalam bentuk 

kumulatif pertahun anggaran. Sehingga laporan penagihan pada tahun 2015 dan 

2016 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi penagihan pajak pada KPP Pratama Surabaya  

Karangpilang tahun 2015 

Jenis kegiatan Target Realisasi 

Surat paksa 616 1.054 

SPMP 542 550 

Lelang 2 2 

 

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Karangpilang, 2016 
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Tabel 1.2 Target dan Realisasi penagihan pajak pada KPP Pratama Surabaya 

Karangpilang tahun 2016 

 

 

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Karangpilang, 2016 

 

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pencairan tunggakan pada KPP Pratama Surabaya 

Karangpilang tahun 2015 dan 2016 

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Karangpilang, 2016 

 

Jumlah penyitaan dari tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan. 

Target penyitaan pada tahun 2016 yaitu 287 wajib pajak namun yang terealisasi 

yaitu 222 wajib pajak. Beda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 target 

penyitaan yaitu 542 wajib pajak namun yang terealisasi melebihi target yaitu 550 

wajib pajak. Adanya perlawanan dari Penanggung Pajak ketika Juru Sita 

melakukan Penagihan dengan Penyitaan membuat proses penyitaan semakin 

panjang. Sanksi Penyitaan dan Penyanderaan merupakan upaya terakhir yang 

dilakukan oleh fiskus dalam rangka Penagihan Pajak, adanya sanksi Penyitaan 

mengakibatkan harta Wajib Pajak tersebut tidak dapat dipergunakan lagi seperti 

Jenis kegiatan Target Realisasi 

Surat paksa 107 964 

SPMP 287 222 

Lelang 1 1 

Jenis kegiatan TarTarget Realisasi 

Pencairan 

tunggakan th. 2015 

Rp. 21.768.641.915 Rp. 19.673.652.577 

Penagihan 

tunggakan th. 2016 

Rp. 24.402.647.59 Rp. 14.165.393.511 
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semula, sedangkan Penyanderaan mengakibatkan hilangnya kebebasan 

Penanggung Pajak itu sendiri. Pelaksanaan Penyitaan tersebut merupakan 

penentuan yaitu berhasil tidaknya Pelaksanaan Penagihan Pajak kepada 

Penanggung Pajak. 

       Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik memahami dan mendalami 

tentang bagaimana Prosedur Penyitaan Objek Wajib Pajak Orang Pribadi pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang ini dilaksanakan. Penulis 

memilih penyitaan oleh wajib pajak orang pribadi dikarenakan proses sita yang 

seringkali terjadi pada wajib pajak orang pribadi. Maka dari itu penulis tertarik 

mengambil judul “PROSEDUR PENYITAAN OBJEK WAJIB PAJAK ORANG 

PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA 

KARANGPILANG” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis ingin mengajukan rumusan 

masalah yaitu: Bagaimana Prosedur Penyitaan Objek terhadap Wajib Pajak 

Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata 

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Nyata ini adalah agar dapat 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mahasiswa maupun 

perusahaan selaku objek pelaksana kegiatan Praktik Kerja Nyata ini. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu: 

a. Untuk mengetahui Prosedur Penyitaan terhadap Wajib Pajak Orang 

Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang. 

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Juru Sita Pajak 

(JSP) dalam melaksanakan prosedur penyitaan serta upaya untuk 

menyelesaikan kendala tersebut. 

c. Untuk mengetahui asal timbulnya penyitaan yang dilakukan oleh Juru 

Sita Pajak terhadap harta wajib pajak badan. 
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d. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman kerja 

tentang pelaksanaan kegiatan kerja pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Surabaya Karangpilang 

e. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan 

perkuliahan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan khususnya 

mengenai Prosedur Penyitaan Objek Wajib Pajak Orang Pribadi 

2) Untuk mengetahui bagaimana situasi dunia kerja yang sebenarnya 

dan menjadikan mahasiswa sebagai tenaga ahli yang siap pakai. 

3) Menerapkan teori yang telah didapat selama ada dibangku 

perkuliahan. 

b. Bagi Universitas Jember 

1) Mempererat hubungan antar Universitas Jember dengan instansi 

yang terkait. 

2) Sebagai bahan acuan bagi penulis lain yang akan melakukan 

praktek kerja nyata pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Surabaya Karangpilang. 

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Karangpilang 

1) Peningkatan kerja sama yang baik dengan Universitas 

2) Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus 

pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 
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d. Bagi Pengembangan Ilmu 

Laporan yang dibuat dijadikan referensi bagi mahasiswa lain 

yang akan mengikuti Praktik Kerja di Kantor Pelayanan Pajak 

Surabaya Karangppilang. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Definisi Pajak 

Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 UU 

KUP). Banyak ahli telah mendefinisikan pengertian pajak dilihat dari berbagai 

sudut pandang. Pada berbagai definisi yang ada terdapat berbagai kesamaan 

unsur-unsur yang membentuk deinisi tersebut, walaupun dilihat dari sudut 

pandang yang berbeda. Berikut beberapa definisi tentang Pajak. 

Menurut Mardiasmo (2016:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Djajadiningrat dalam buku Anshari 

(2005:7) Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan 

negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut 

peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk 

itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara 

kesejahteraan umum. Menurut Anshari (2005:8) Pajak adalah iuran kepada negara 

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali langsung 

dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
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Dari definisi tersebut bisa disimpulkan sebagai ciri-ciri atau karakteristik 

yang melekat pada pengertian pajak yaitu: 

a. adanya iuran masyarakat kepada negara, yang berarti bahwa pajak 

hanya boleh dipungut oleh negara, tidak boleh dipungut oleh swasta. 

b. Pemungutan pajak oleh negara harus berdasarkan Undang-Undang 

yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat bersama pemerintah. Dengan 

adanya pajak yang dipungut berdasarkan Undang-Undang, berarti 

pemungutan pajak dapat dipaksakan. 

c. Tidak ada imbal jasa (kontrapestasi) dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Berarti dengan adanya pajak ada balas jasa, namun 

tidak dapat ditunjuk langsung pada setiap individu. 

2.2 Unsur Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:2) unsur-unsur pajak yaitu: 

a. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

b. Berdasarkan Undang-Undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara,yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.3 Fungsi Pajak 

 Ada tiga fungsi pajak menurut Anshari (2005:12) yaitu: 

a. Fungsi Anggaran (budgetair), pajak adalah memasukkan uang ke kas 

negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara. 

b. Fungsi Mengatur (regurlend), pajak sebagai alat penggerak masyarakat 

dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
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c. Fungsi Sosial 

Maksudnya, hak perseorangan yang diakui dan pemanfaatannya 

tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. 

2.4 Kedudukan Hukum Pajak 

 Menurut Anshari (2005:5), sistem hukum yang berlaku di Indonesia 

sekarang adalah civil law system atau item Eropa Kontinental. Dalam sistem ini 

hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum perdata (privat) dan hukum publik. 

a. Hukum Perdata (Privat): mengatur hubungan hukum antara sesama 

individu dala kedudukan yang sederajat. 

b. Hukum publik: mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Hukum 

ini dapat dirinci lagi sebagai berikut: Hukum Tata Negara, Hukum Tata 

Usaha (Hukum Administrasi), Hukum Pajak, Hukum Pidana. 

Menurut Mardiamo (5:2013) Secara umum hukum pajak dibedakan 

menjadi dua yaitu: 

a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara 

lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa 

yang dikenakan pajak, berapa pajak yang dikenakan, segala yang timbul 

dan hapusnya hutang pajak, dan hukuman hukum antara pemerintah dan 

Wajib Pajak. Contohnya: Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

b. Hukum pajak formil, membuat bentuk/tata cara mewujudkan hukum 

materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). 

Hukum ini memuat antara lain:  

1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan utang pajak. 

2) Hak-hak fiskus untuk pengadaan pengawasan terhadap Wajib Pajak 

mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang 

pajak. 

3) Kewajiban-kewajiban misalnya menyelenggarakan pembukuan dan 

pencatatan dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan 

dan banding. 
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2.5 Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:7) Pengelompokan pajak terbagi menjadi tiga yaitu : 

a. Menurut golongannya 

1) Pajak Langsung,yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak 

Contoh: Pajak Penghasilan 

2) Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

b. Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pada subjeknya 

Contoh: Pajak Penghasilan 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak berpangkal pada objeknya, tanpa 

memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

atas  Barang Mewah, dan Bea Materai. 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas: 

A) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  

B) Pajak Kabupaten/kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

dan Pajak Hiburan. 
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2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:8) tata cara pemungutan pajak terbagi menjadi 

tiga yaitu: 

a. Stelsel Pajak 

      Stelsel Pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel: 

1) Stelsel Nyata (riel stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan  pada akhir tahun 

pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. 

Stelsel ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebaikan stelsel 

ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan 

kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir 

periode (setelah penghasilan riil diketahui). 

2) Stelsel anggapan 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap ama 

dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah 

dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak 

berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama 

tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan 

kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada 

keadaan yang sesungguhnya. 

3) Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan 

suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak 

disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak 

menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, 

maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil 

kelebihannya dapat diminta kembali. 
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b. Asas Pemungutan Pajak 

1) Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan bagi Wajib 

Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang 

berasal dari dalam atau luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak 

yang dalam negeri. 

2) Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayah-wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

3) Asas kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan atau negara. 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

a. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 

pada fiskus. 

2) Wajib pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh fiskus. 

b. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada 

Wajib Pajak sendiri. 

Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 

pada Wajib Pajak sendiri. 

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
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3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. Withholding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang 

terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib 

Pajak. 

 

2.7 Penagihan Pajak 

      Skema Penagihan Pajak 

 

Gambar 2.1 Jadwal dan Alur Tindakan Penagihan Pajak 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Zuraida dan Advianto (2011:39) 

SKP DAN 

STP 

SURAT 

TEGURAN 

JATUH 

TEMPO 
7 Hari 

PELAKSANAAN 

LELANG 

SURAT 

PAKSA 

14 

Hari 

 

21 

Hari 

PENGUMUMAN 

LELANG 

SPMP/ 

PENYITAAN 

14 

 Hari 
2x24 

Jam 
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Keterangan: 

1. SKP    : Surat Ketetapan Pajak 

2. STP    : Surat Tagihan Pajak 

3. SPMP : Surat Perintah Melakukan Penyitaan 

Penjelasan Skema: 

1. Penagihan dilakukan sejak Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak 

terbit dikarenakan tidak dilunasinya tunggakan pajak oleh penanggung 

pajak. 

2. Setelah jatuh tempo maka akan diterbitkan Surat Teguran untuk memberi 

waktu selama 7 hari kepada penanggung pajak untuk melunasi 

tunggakannya. 

3. Apabila dalam 21 hari penanggung pajak masih belum melunasi 

tunggakannya, maka akan diterbitkan Surat Paksa oleh Pejabat kepada 

wajib pajak. 

4. Setelah 2x24 jam namun penanggung pajak belum melunasi tunggakannya 

maka akan diterbitkan SPMP oleh Pejabat kepada Juru Sita yang ditujukan 

untuk Penanggung Pajak. 

5. Apabila dalam 14 hari sejak diterbitkannya SPMP namun penanggung 

pajak belum juga melunasi utang pajaknya maka akan diumumkan lelang 

atas barang yang telah disita. 

6. Setelah 14 hari namun penanggung pajak masih belum mau membayar 

utang pajaknya maka akan dilaksanakan lelang terhadap barang yang telah 

disita. 

Definisi Penagihan Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 

Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 

2000, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak 

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 
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memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.  

Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung 

jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan 

memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan Perundang-

Undangan perpajakan. Sedangkan Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan 

penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, 

pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan. Utang Pajak 

adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa 

bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak 

atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan. 

     Menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:8) Tindakan penagihan 

pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak dan atau penanggung 

pajak dapat dilakukan dengan dua cara berikut: 

a. Penagihan Aktif 

     Penagihan aktif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus 

setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak (STP), 

surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak 

kurang bayar tambahan (Penagihan SKPKBT) atau sejenisnya, keputusan 

pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan 

jumlah pajak yang kurang dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak 

sehingga diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan 

penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui 

lelang barang milik penanggung pajak.  

b. Penagihan Pasif  

      Penagihan Pasif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus 

sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak, surat 

ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar 

tambahan atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, 

putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar 

melalui imbauan, baik dengan surat maupun telepon atau media lainnya. 
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     Pengertian sejenis dengan itu dalam kalimat tersebut bahwa STP, 

SKPKB, atau SKPKBT itu untuk pajak pusat berupa pajak penghasilan 

atau pajak pertambahan nilai, sedangkan untuk pajak bumi dan bangunan 

yang sejenis dengan itu dikenal surat tagihan pajak bumi dan bangunan 

(STP PBB), surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan 

bangunan (SPPT PBB) atau surat ketetapan pajak bumi dan bangunan 

(SKP PPB), untuk bea perolehan hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB 

dikenal surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(STB BPHTB), surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan kurang bayar (SKBKB), surat ketetapan bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan (SKBKBT), sedangkan untuk pajak daerah dikenal 

surat pemberitahuan pajak daerah (SPPD), surat ketetapan pajak daerah 

kurang bayar (SKPDKB), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar 

tambahan (SKPDKBT), surat tagihan pajak daerah (STP Daerah). 

Fungsi Penagihan Pajak yaitu: 

1) Sebagai tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak atau 

penanggung pajak untuk mematuhi peraturan perundang-

undangan. 

2) Sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak. 

3) Mengamankan penerimaan negara. 

     2.7.1 Pelaksanaan Penagihan Pajak 

Menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:34) jadwal waktu 

pelaksanaan penagihan aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak 

ditentukan sebagai berikut: 

a. Penerbitan Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan 

penagihan pajak dilakukan segera setelah tujuh hari sejak jatuh tempo 

pembayaran. 

b. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi 

oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak 

diterbitkannya surat teguran, maka pejabat segera menerbitkan surat 

paksa (SP). 
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c. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi 

oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2x24 jam sejak Surat 

Paksa diberitahukan kepadanya, maka pejabat segera menerbitkan 

surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP). 

d. Jika utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak 

dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak 

tanggal pelaksanaan penyitaan, maka pejabat segera melakukan 

pengumuman lelang. 

e. Pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak 

melalui kantor lelang apabila utang pajak dan biaya penagihan yang 

masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 

lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang. 

f. Terhadap penanggung pajak dapat dilakukan penagihan seketika dan 

sekaligus dan kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat 

diterbitkan surat paksa tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari 

sejak surat teguran diterbitkan. 

2.7.2 Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus  

 Penagihan Seketika dan Sekaligus diatur dalam Pasal 20 UU KUP, 

Pasal 6 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan 

Peraturan Mentri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tanggal 2 Februari 

2008. Penagihan Seketika dan Sekaligus, artinya adalah tindakan 

penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada 

Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran 

yang meliputi seluruh utang pajak dari seluruh jenis pajak, masa pajak 

dan tahun pajak. Dalam kondisi normal, penagihan dilaksanakan setelah 

jatuh tempo pembayaran, didahului dengan penertiban surat teguran, 

dilanjutkan tindakan penagihan lainnya, namun dalam hal terjadi hal-hal 

sebagai berikut. 

a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya 

atau berniat untuk itu. 
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b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang 

dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan 

perushaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. 

c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan 

badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau 

memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, 

atau melakukan perubahan bentuk lainnya. 

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara. 

e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau 

terdapat tanda-tanda kepailitan, maka pejabat segera menerbitkan Surat 

Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. 

              Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus 

dilaksanakan secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak. 

Dalam hal diketahui oleh juru sita pajak bahwa barang milik penanggung 

pajak akan disita oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, atau 

penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, memekarkan usaha, 

memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, juru 

sita pajak segera melaksnakan penagihan seketikadan sekaligus dengan 

melaksanakan penyitaan terhadap sebagian besar barang milik penanggung 

pajak setelah surat paksa diberitahukan. Penjelasan Pasal ayat (1) Undang-

Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menjelaskan mengenai frasa 

tanda-tanda dalam rumusan di atas adalah petunjuk yang kuat bahwa 

penanggung pajak mengurangi atau menjual/memindahtangankan barang-

barangnya sehingga tidak ada barang yang akan disita. 

               Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan 

No.24/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan 

No. 85/PMK.03/2010 ditegaskan bahwa surat perintah penagihan seketika 

dasn sekaligus sekurang-kurangnya memuat: 

1) Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak. 

2) Besarnya utang pajak. 

3) Perintah untuk membayar. 
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4) Dan saat pelunasan pajak. 

 

2.8  Surat Paksa 

2.8.1 Definisi dan Tujuan Surat Paksa 

    Sesuai pasal  1 angka 12 Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, 

surat paksa adalah surat perintah  membayar utang pajak dan biaya penagihan 

pajak. Surat paksa diterbitkan dalam hal; 

a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh 

tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau 

surat peringatan surat lain yang sejenis; 

b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan 

sekaligus atau; 

c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum 

dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 

 Menurut Zuraida dan Advianto (2011:71) Surat paksa diterbitkan untuk 

memerintahkan dengan paksa kepada penanggung pajak untuk melunasi utang 

pajak beserta biaya penagihan. Surat paksa dibuat dengan kepala surat “demi 

keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Kepala surat ini sama seperti 

kepala surat yang tercantum dalam keputusan hakim di pengadilan. Hal ini 

menunjukkan bahwa surat paksa telah memiliki kekuatan eksekutorial dan 

memiliki kedudukan hukum yang sama dengan putusan adil yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini berarti bahwa Juru sita sebagai petugas 

pelaksana surat paksa dapat melakukan eksekusi langsung (parate executive) atas 

barang-barang milik penanggung pajak, jika Penanggung pajak tidak melakukan 

perintah yang dimaksud dalam surat paksa tersebut. 

2.8.2 Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa  

 Menurut Zuraida dan Advianto (2011:72) Surat paksa diberitahukan oleh 

juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada 

penanggung pajak. Dengan pernyataan ini,artinya surat paksa harus dinyatakan 

dengan cara dibacakan didepan penanggung pajak, dan salinan surat paksa 
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tersebut diserahkan kepada penanggung pajak. Tata cara ini sama seperti tata cara 

penyampaian keputusan hakim pengadilan yang memilki kekuatan eksekutorial. 

Menurut Zuraida dan Advianto (2011:73) Surat Paksa diberitahukan oleh 

juru sita kepada wajib pajak orang pribadi yaitu:  

a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang 

memungkinkan; 

b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di 

tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang 

bersangkutan tidak dapat dijumpai; 

c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta 

peninggalannnya, apabila wajib pajak meninggal dunia dan harta warisan 

belum dibagi; atau 

d. Terhadap wajib pajak yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang 

telah dibagi, surat paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-masing 

ahli waris. Surat paksa dimaksud memuat, antara lain jumlah tunggakan utang 

pajak yang telah dibagi sebanding dengan besarnya warisan yang diterima 

oleh masing-masing ahli waris. Dalam hal ahli waris belum dewasa, surat 

paksa diserahkan kepada wali atau pengampunya. 

 

2.9  Penyitaan  

2.9.1 Definisi Penyitaan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  dijelaskan arti dari kata penyitaan, 

yaitu sebagai proses, perbuatan, cara menyita, pembeslahan, pengambilan milik 

pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Tindakan penyitaan adalah tindakan 

hukum dalam bentuk keputusan, penetapan dari instansi-instansi, penguasa, 

administrator, yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang atau 

ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk menyita barang-barang milik seorang 

dalam kedudukan sebagai debitur atau yang “kalah” dalam suatu perkara atau 

tergugat. Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang tersebut, misalnya: 

pengadilan negeri, instansi pajak, dan sebagainya. 
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  Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No. 135 tahun 2000 

tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa, diatur bahwa penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai 

barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari tindakan 

penyitaan sesungguhnya tidak untuk melakukan penjualan barang milik 

penanggung pajak, melainkan hanya untuk menguasai barang penanggung 

pajak sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Dengan demikian, sampai 

dengan saat dilakukannya penyitaan, wajib pajak masih diberikan kesempatan 

untuk melakukan pelunasan utang pajak dan secara persuasif dihimbau untuk 

melakukan pelunasan untuk utang pajak dan biaya penagihan pajak.  

   Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang 

penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut 

peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penyitaan tidak untuk melakukan 

penjualan barang milik penanggung pajak, melainkan hanya menguasai sebagai 

jaminan pelunasan utang pajak. Sampai dengan saat dilakukannya penyitaan 

ini, wajib pajak masih diberikan kesempatan dan secara persuasif dihimbau 

untuk melakukan pelunasan untuk utang pajak dan biaya penagihan pajak. 

2.9.2  Objek Penyitaan 

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

ditegaskan yang dimaksud dengan objek sita adalah barang milik penanggung 

pajak yang dapat dilakukan penyitaan. Tujuan dari penyitaan adalah agar 

memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. 

Berdasarkan Pasal 3 PP No. 135 tahun  2000 disebutkan bahwa yang dapat 

dijadikan objek sita adalah barang milik penanggung pajak yang berada di 

tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk 

yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai 

pelunasan utang tertentu. Letak objek sita tidak menjadi masalah yang penting 

pertimbangannya adalah kemungkinan dapat tidaknya pejabat melakukan 

penjualan atas barang milik penanggung pajak tersebut, barang yang 

penguasaanya ada dipihak lain, misalnya barang yang sedang disewakan atau 
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dipinjamkan. Sedangkan barang yang dijaminkan sebagai pelunasan utang 

tertentu adalah barang-barang yang sedang dibebani hak tanggungan, misalnya 

hipotik atau gadai. 

Menurut Zuraida dan Advianto (2011:92) Barang-barang yang dapat   dijadikan 

objek sita dapat berupa: 

a. Barang bergerak termasuk mobil, uang tunai, dan deposito, tabungan, 

saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan 

penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau 

b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan , dan kapal dengan isi 

kotor tertentu. Kapal dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak jika 

minimum isi kotor 20 M
3
 (dua puluh meter kubik). 

          Terhadap penanggung pajak badan penyitaan dapat dilaksanakan 

atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, 

penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang 

bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain. 

Diutamakan yang disita terlebih dahulu adalah barang-barang milik 

perusahaan. Barang-barang tersebut bisa dilihat pada laporan keuangan 

yang dibuat perusahaan. Akan tetapi, jika nilai barang tersebut tidak 

mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau 

karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik 

perusahaan, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik 

pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik 

modal atau ketua yayasan. 

          Penyitaan dilakukan dengan mendahulukan barang bergerak, kecuali 

dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak 

bergerak. Misalnya, dalam hal juru sita tidak menemukan barang bergerak 

yang memadai sebagai jaminan utang pajak, penyitaan dapat dilakukan 

langsung pada barang tidak bergerak. Penentuan urusan penyitaan barang 

bergerak dan barang tidak bergerak dengan memperhatikan jumlah utang 

pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya. 
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Barang bergerak cenderung lebih mudah penjualannya dibanding barang 

tidak bergerak. Akan tetapi, harga jualnya biasanya lebih kecil 

dibandingkan barang tidak bergerak. Pemilihan objek sita diprioritaskan 

pada aset penanggung pajak yang mudah untuk dijual atau diuangkan dan 

dalam jumlah yang memadai untuk melunasi utang pajak. Harta seperti ini 

dikenal dengan istilah harta lancar, seperti uang tunai, uanag yang 

tersimpan di bank, piutang, surat-surat berharga dan investasi logam mulia. 

           Penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak dilaksanakan 

sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk 

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam memperkirakan 

nilai barang yang dsita, harus memperhatikan jumlah dan jenis barang 

berdasarkan harga wajar sehingga juru sita pajak tidak dapat melakukan 

penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu, juru sita pajak 

dimungkinkan untuk meminta bantuan jasa penilai. 

           Barang bergerak uang berkaitan dengan kebutuhan mendasar 

penanggung pajak dan pertimbangan lain tidak dapat dijadikan objek sita. 

Barang-barang tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh 

penaggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. 

b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta 

peralatan memasak yang berada dirumah, termasuk obat-obatan yang 

dipergunakan penanggung pajak beserta keluarganya. 

c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari 

negara. 

d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung 

pajak alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan 

keilmuan. 

e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan 

pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari 

Rp 20.000.000 (dua puluh huta rupiah) atau jumlah lain yang ditetapkan 

Menteri Keuangan atau kepala daerah. 
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f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan 

keluarga yang menjadi tanggungannya 

Penyitaan terhadap barang yang telah disita oleh kejaksaan atau 

kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, baru dapat 

dilaksanakan setelah barang bukti tersebut dikembalikan kepada 

penaggung pajak. Hal ini agar tidak menghalangi atau menghambat 

tindakan hukum lain yang sedang berjalan. Perlu dilakukan koordinasi 

dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang sedang menjalankan tugas 

penyitaan untuk kepentingan perkara pidana tersebut. 

2.9.3 Pelaksanaan Penyitaan 

 Dalam pasal 1 (satu) Undang-Undang No.19 Tahun 2000 Wajib pajak 

adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, 

termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Menurut Muljono 

(2008:168). Pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. 

Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2x24 

jam. Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan 

sebelum lewat 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan. Jangka ini 

dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada penanggung pajak melunasi 

utang pajak sebagaimana tercantum dalam surat paksa yang bersangkutan. 

Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh 

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat: 

a. Telah dewasa. 

b. Penduduk indonesia  

c. Dikenal oleh juru sita pajak 

d. Dapat dipercaya 

Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa 

pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Untuk mempermudah tugas juru sita, pemilihan saksi telah disiapkan sejak dari 

rencana melakukan penyitaan. Saksi yang dipilih boleh sesama juru sita, atasan 

atau kepala seksi penagihan, atau dapat orang lain yang ada diseksi penagihan. 
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Selain untuk memudahkan koordinasi, juga saksi tersebut dapat, membantu 

kelancaran tugas penyitaan. 

Dalam melaksanakan penyitaan, juru sita pajak harus: 

a.  Memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita pajak; 

b.  Memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan 

c.  Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan. 

      Setiap melaksanakan penyitaan, juru sita pajak membuat berita acara 

pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, penanggung pajak 

dan saksi-saksi. Berita acara ini pelaksanaan sita merupakan pemberitahuan 

kepada penanggung pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang 

penanggung pajak telah berpindah dari penanggung pajak kepada pejabat. Oleh 

karena itu, dalam setiap penyitaan, juru sita pajak harus membuat berita acara 

pelaksana sita secara jelas dan lengkap. Isi berita acara pelaksanaan sita 

meliputi berikut ini. 

a. Tanggal pelaksanaan penyitaan. 

b. Nomor dan tanggal surat perintah melaksanakan penyitaan. 

c. Alamat domisili kantor pejabat. 

d. Nomor dan tanggal surat paksa. 

e. Identitas juru sita pajak. 

f. Identitas saksi-saksi. 

g. Identitas penanggung pajak. 

h. Data tunggakan pajak. 

i. Jenis nama, letak dan taksiran harga objek sita. 

j. Penjelasan bahwa masih terdapat kesempatan pelunasan dalam jangka 

waktu 14 (empat belas) hari dan jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada 

pelunasan, maka akan dilaksanakan penjualan objek sita baik melalui 

lelang maupun penjualan langsung. 

k. Penunjukan dan persetujuan penyimpan objek sita. 

l. Tandatangan wajib pajak/penanggung pajak, juru sita pajak dan saksi-saksi. 

m. Rincian biaya penagihan pajak. 
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  Menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:77) Penyitaan terhadap 

penanggung pajak orang pribadi, penyitaan dapat dilaksanakan atas barang 

milik pribadi yang bersangkutan, istri, dan anak yang masih dalam 

tanggungan, kecuali dikehendaki secara tertulis oleh suami atau istri 

berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Hal ini untuk 

mengantisipasi penanggung pajak yang menghindari penyitaan dengan cara 

mengalihkan nama kepemilikan suatu barang kepada anggota keluarga 

lainnya. Akan tetapi, barang milik istri atau suami penanggung pajak tidak 

dapat dilakukan penyitaan jika terjadi perjanjian premarital tentang 

pemisahan harta dan penghasilan. 

      Menurut Muljono (2008:169) Walaupun penanggung pajak tidak 

hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi 

berasal dari pemerintah daerah setempat. Saksi dari pemerintah daerah 

tersebut sekurang-kurangnya sekretaris kelurahan atau sekretaris desa. Saksi 

daerah pemerintah setempat setingkat sekertaris kelurahan atau sekretaris 

desa adalah pegawai pemerintah setempat sekurang-kurangnya golongan 

II/a di kantor kelurahan/desa atau di kantor kecamatan. Saksi dan 

pemerintah daerah setempat berfungsi sebagai saksi legislator. Berita acara 

pelaksanaan sita ditandatangani juru sita pajak dan saksi-saksi. Dalam berita 

acara pelaksanaan sita harus memuat alasan ketidakhadiran penanggung 

pajak. Dengan demikian, berita acara pelaksanaan sita dimaksud tetap sah 

dan mempunyai kekuatan mengikat. 

Menurut Zuraida dan Advianto (2011:97) Dalam hal penanggung 

pajak hadir pada saat penyitaan, tetapi menolak untuk menandatangani 

berita acara pelaksanaan penyitaan, berita acara pelaksanaan sita tetap 

mempunyai kekuatan mengikat, meskipun penanggung pajak menolak 

menandatangani berita acara pelaksanaan sita. Dalam berita acara 

pelaksanaan penyitaan tersebut dijelaskan bahwa penyitaan telah dihadiri 

oleh penanggung pajak, tetapi menolak menandatangani berita acara. 

Dengan demikian, yang bertandatangan adalah juru sita dan saksi-saksi. 
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2.10 Lelang 

2.10.1 Pengertian Lelang 

 Lelang menurut Pasal 1 angka 17 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga 

secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon 

pembeli, sementara pelaksanaan penjualan lelang dilakukan oleh Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KP2LN). 

2.10.2 Pelaksanaan Lelang 

 Menurut Muljono (2008:186) pelaksanaan lelang dilakukan dengan cara 

berikut ini: 

a. Penentuan harga limit 

b. Pemandu lelang 

c. Penawaran lelang 

d. Pembelian lelang 

Menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:139) Pejabat selaku  pemohon 

lelang mengajukan permohonan secara tertulis kepada kantor lelang dalam 

wilayah kerja tempat objek disita.  Kemudian pejabat lelang menetapkan 

tanggal dan tempat lelang selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah dokumen 

permohonan lelang diterima lengkap.  
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA 

 

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

3.1.1 Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

Jadwal kegiatan Praktik Kerja Nyata ini (PKN) dilaksanakan 

selama 20 (dua puluh dua) hari kalender kerja yang dimulai dari 1 Maret 

2017 sampai dengan 31 Maret 2017. 

Daftar jam kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya 

Karangpilang adalah sebagai berikut : 

 Hari Senin-Kamis 

 Jam Kerja I : 07.30-12.00 

 Istirahat : 12.00-13.00 

 Jam Kerja II : 13.00-16.00 

 Hari Jumat 

 Jam Kerja I : 07.30-11.15 

 Istirahat : 12.00-13.00 

 Jam Kerja II : 13.00-16.00 

 Hari Sabtu dan Minggu libur 

3.1.2 Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

  Kegiatan Praktik Kerja Nyata ini (PKN) dilaksanakan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang, jalan Jagir Wonokromo No.100 

Surabaya pada bagian seksi Penagihan. 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


29 
 

 
 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

 Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini Penulis ditempatkan pada Seksi 

Penagihan dan Umum. Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti Menginput 

berkas-berkas pengihan, mempelajari Surat-surat penagihan seperti Surat Paksa, 

Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan surat lainnya. Maka dari itu, penulis 

membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul yaitu ”Penyitaan Objek Wajib Pajak 

Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang”.  

3.2.2 Kegiatan Selama Praktik Kerja Nyata 

Mahasiswa dilibatkan langsung untuk membantu pekerjaan kantor 

sekaligus mempelajari proses perpajakan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Surabaya Karangpilang. Kegiatan Praktik Kerja Nyata pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan selama Praktik Kerja Nyata 

 

       Bersambung  

 

 

Waktu Pelaksanaan 

 

Penanggung Jawab 

dan Seksi bagian 

 

Kegiatan 

Rabu, 1 Maret 2017 Ibu Apri 

Subbag Umum 

Diterima di KPP   Pratama 

Surabaya Karangpilang dan 

Perkenalan dengan para 

karyawan  

Kamis, 2 Maret 2017 Ibu Via 

Penagihan 

Ditempatkan pada seksi 

penagihan 
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       Sambungan  

 

 

       

  Bersambung  

Sambungan  

Waktu Pelaksanaan 

 

Penanggung Jawab 

dan Seksi bagian 

 

Kegiatan 

Jumat, 3 Maret 2017 Ibu Sandra 

Penagihan 

Melakukan perekapan pada   

berkas-berkas penagihan 

Senin, 6 Maret 2017 Ibu Sandra 

Penagihan 

Melakukan input data wajib 

pajak orang pribadi dan 

badan 

Selasa, 7 Maret 2017 Ibu Sandra 

Penagihan 

Melanjutkan input data 

wajib pajak orang pribadi 

dan badan 

Rabu, 8 Maret 2017 Bapak Tobertin 

Penagihan 

 

 

Melakukan wawancara 

tentang Prosedur Penagihan 

dengan Kepala Seksi 

Penagihan 

Kamis, 9 Maret 2017 Ibu Via 

Penagihan 

Mempelajari data dan 

berkas Penagihan Pajak 

Jumat, 10 Maret 2017 Bapak Jainal 

Subbag Umum 

Melakukan input data surat 

pengembalian dari kantor  

pos 

Rabu, 15 Maret 2017 Bapak Jainal 

Subbag Umum 

Melakukan input data surat 

pengembalian dari kantor  

pos 
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Bersambung 

 

 

Waktu Pelaksanaan 

 

Penanggung Jawab 

dan Seksi bagian 

 

Kegiatan 

Kamis, 16 Maret 2017 Ibu Via 

Penagihan 

 

Melakukan perekapan 

data pada berkas-

berkas penagihan 

Jumat, 17 Maret 2017 Ibu Via 

Penagihan 

Melakukan perekapan 

surat masuk dan surat 

keluar 

Senin, 20 Maret 2017 Ibu Sandra 

Penagihan 

Melakukan wawancara 

perihal hambatan dan 

upaya dalam pelaksanaan 

penyitaan 

Selasa, 21 Maret 2017 Ibu Via 

Penagihan 

 

Melakukan perekapan 

surat masuk dan surat 

keluar 

Rabu, 22 Maret 2017 Ibu Sandra 

Penagihan 

Mempelajari Surat 

Perintah Melaksanakan 

Penyitaan (SPMP) dan 

Surat Paksa (SP). 

Kamis, 23 Maret 2017 Ibu Sandra 

Penagihan 

Melakukan input data 

Penagihan Wajib Pajak 

Orang Pribadi dan 

Badan 
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Sambungan  

 

Jumat, 24 Maret 2017 

 

 

KPP  Pratama 

Surabaya 

Karangpilang 

Foto bersama, berpamitan 

dengan Kepala, staff, dan 

karyawan  

 

Sumber : data diolah untuk laporan PKN(2017) 

 

 

 

 

 

Waktu Pelaksanaan 

 

Penanggung Jawab 

dan Seksi bagian 

 

Kegiatan 

Jumat, 24 Maret 2017 Ibu Sandra 

Penagihan 

Melanjutkan  input data 

Penagihan Wajib Pajak 

Orang Pribadi dan Badan 

Senin, 27 Maret 2017 Ibu Sandra 

Penagihan 

Melakukan perekapan data 

pada berkas-berkas 

penagihan 

Rabu, 28 Maret 2017 Ibu Sandra 

Penagihan 

Melakukan wawancara 

perihal hambatan dan 

upaya dalam pelaksanaan 

penyitaan 

Kamis, 29 Maret 2017 Ibu Via 

Penagihan 

Melakukan perekapan surat 

masuk dan surat keluar 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

 Jenis data menurut sifatnya yang digunakan pada Pelaksanaan Praktik 

Kerja Nyata ini yaitu data  kuantitatif dan data kualitatif. 

a. Data Kuantitatif 

Menurut Sugiyono (2013:15) Data kuantitatif yaitu jenis data yang 

dapat dihitung atau diukur secara langsung yang berupa informasi atau 

penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau bentuk angka. Data 

kuantitatif pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini yaitu berupa 

jumlah target dan realisasi penerimaan tunggakan Pajak pada KPP 

Pratama Surabaya Karangpilang. 

b. Data Kualitatif 

Menurut Sugiyono (2013:16) Data kualitatif adalah data yang 

disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data 

kualitatif pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini yaitu berupa 

Prosedur mengenai Penyitaan Objek Wajib Pajak Orang Pribadi pada 

KPP Pratama Surabaya Karangpilang. 

3.3.2  Sumber Data 

 Sumber data yang diperoleh penulis adalah : 

a. Data Primer 

Menurut Narimawati (2008:98) Data primer adalah data yang 

berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam 

bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus 

dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, 

yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang 

kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Data 

Primerpada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini yaitu Wawancara 

langsung dengan Kepala Seksi Penagihan dan Jurusita Pajak mengenai 

hal Prosedur Penyitaan Pajak pada KPP Pratama Surabaya 

Karangpilang. 
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b. Data Sekunder  

Menurut Sugiyono (2013:402) Data sekunder adalah Data 

 sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Data sekunder pada pelaksanaan Praktik 

Kerja Nyata ini yaitu mengumpulkan data-data tertulis seperti Jurnal, 

buku Kumpulan Peraturan di Bidang Penagihan Pajak dan buku-buku 

lainnya yang berkaitan dengan Prosedur Pelaksanaan Penagihan dan 

Penyitaan serta data lain yang berhubunga dengan penyusunan 

Laporan Praktik Kerja Nyata ini. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Metode Pengumpulan Data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Surabaya Karangpilang ini penulis menggunakan metode Wawancara, 

observasi langsung dan studi pustaka.  

3.4.1 Metode Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi 

Penagihan dan Jurusita Pajak yaitu menanyakan hal tentang bagaimana 

Prosedur Penagihan dan Penyitaan pada KPP Pratama Surabaya 

Karangpilang ini. 

3.4.2 Metode Pengamatan (Observasi ) 

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam hal ini 

Penulis mengobservasi berkas-berkas penagihan yang ada pada KPP 

Pratama Surabaya Karangpilang ini. Yaitu seperti Surat Paksa, lampiran 

berita Acara Pelaksaan Sita dan Surat lainnya. 
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3.4.3 Studi Pustaka 

Menurut Sugiyono (2013:83) Studi pustaka yaitu metode 

pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, dan refrensi yang 

berhubungan dengan Laporan Praktik Kerja Nyata ini. 
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BAB. 5 PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan mulai 

tanggal 1 Maret 2017 sampai 31 Maret 2017 pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Surabaya Karangpilang, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Prosedur surat paksa dimulai setelah 21 hari jatuh tempo surat teguran, 

Salinan surat paksa diberikan kepada Penanggung pajak di tempat tinggal, 

tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan dan jika wajib pajak 

tidak ada maka diberikan kepada saudara atau ahli warisnya. 

b. Prosedur SPMP dimulai ketika 2x24 jam jatuh tempo Surat Paksa, 

kemudian pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 

(SPMP) kepada wajib pajak dan memerintahkan juru sita pajak untuk 

melakukan penyitaan terhadap objek wajib pajak tersebut, hingga nilai 

barang cukup untuk melunasi utang pajaknya. 

c. Prosedur lelang dimulai ketika jatuh tempo SPMP  dalam waktu 14 hari, 

kemudian lelang dilakukan terhadap objek sita wajib pajak tersebut oleh 

pejabat lelang yang ada pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan 

Lelang (KP2LN). 

 

5.2 Saran  

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan mulai 

tanggal 1 Maret 2017 sampai 31 Maret 2017 pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Surabaya Karangpilang, maka penulis mengemukakan saran sebagai 

berikut: 

a. Perlu adanya peningkatan pelayanan dan informasi mengenai pentingnya 

pajak kepada masyarakat terutama wajib pajak. 
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b. Ketika akan dilakukan penyitaan, sebaiknya wajib pajak tidak 

menghambat juru sita pajak untuk melakukan penyitaan sebab penyitaan 

dilakukan karena adanya tunggakan pajak dari wajib pajak itu sendiri. 
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